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KOMUNIKASI POLITIK 

Menurut Suwarno (1997) memahami pengertian komunikasi 

politik dalam arti sempit dan luas merupakan titik tolak untuk 

membedakan gejala komunikasi politik dengan gejala lainnya. 

Komunikasi politik dalam arti sempit adalah kurang lebih : setiap 

penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang tertulis ataupun tidak 
tertulis, dalam bentuk katakata terucapkan, atau dalam bentuk isyarat 

yang dapat mempengaruhi secara langsung kedudukan seseorang 
yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan dalam suatu sistem. 

Dalam arti di atas seakan akan komunikasi politik hanya terjadi 

pada keadaan konflik yang sudah sangat gawat, sehingga perlu ada 

pergantian pemimpin puncak. Memakai definisi demikian, nampaknya 

akan banyak mengabaikan fenomena komunikasi politik yang Lebih 
bersifat umum. Sehingga diperlukan definisi yang Lebih luas. Dalam 

hal ini Suwardi (1997), mengemukakan definisi, komunikasi politik 

bersifat umum sebagai berikut : setiap jenis penyampaian pesan ­ 

pesan politik dari suatu sumber kepada sejurnlah penerima, baik dalam 

bentuk kata -ka ta  terucapkan atau dalam bentuk tertulis ataupun 
dalam bentuk lambang - lambang. 

Menurut Suwardi ( 1997) batasan ini lebih mendekati kepada 

pengertian inforrnasi pol itik, yaitu setiap bentuk pesan politik 

yang tujuan penyampaiannya tergantung kepada penggunaannya. 
Demikian juga nilai suatu nilai informasi itu biasanya ditentukan pula 

dan bagaimana orang lain menilai informasi itu sendiri. Jadi dengan 

demikian informasi juga dapat menghasilkan atau digunakan untuk 

tujuan tujuan politik. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua 
informasi mempunyai nilai politik. 

Selanjutnya, menurut Suwardi ( 1997) setiap informasi yang 

digunakan oleh para pengusaha tujuannya tidak lain adalah untuk 

menjamin agar supaya pelaksanaan kebijakan politiknya dapat 

membawa pengaruh kepada tindakan penguasa itu sendiri. Hal ini 

bisa diartikan bahwa informasi bisa digolongkan mempunyai nilai 
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Komunikasi Politik 

politik, lebih - lebih kalau itu disamakan dengan "kekuasaan", maka 
dengan demikian siapa saja yang bisa menguasai informasi, maka ia 
akan mempunyai peluang pula memiliki kuasa. 

Komunik:asi dapat dilangsungkan setidak -tidaknya harus 
melibatkan 3 unsur komunikasi. Yaitu sumber, pesan dan penerima. 
Sumber adalah pihak yang memulai atau memprakarsai terjadinya 
proses komunikasi. Sumber dapat bersifat perorangan atau suatu 
lembaga. Pesan berupa informasi, pengetahuan, ide, maksud hati 
dan sebagainya. Penerima adalah pihak yang di tuju dalam proses 
komunikasi. 

Proses komunikasi yang lebih lengkap, melibatkan pula sarana 
dan efek komunik:asi tertentu. Sarana diperlukan bila tidak dapat 
dilakukan komunikasi tatap muka secara langsung dengan penerima. 
Misalnya karena hambatan jarak, atau keterbatasan si penerima. 

Bila pesan sampai pada penerima, ia akan memberikan tanggapan 
tertentu. Dari efek inilah si komunikator mengetahui apakah pesannya 
(message) di terima atau di tolak, di terima secara tepat atau tidak dan 
sebagainya. 

Dan Nimmo_(1993) menghimpun beberapa definisi dari 
komunikasi. Dia menyebutkan ada yang mendefinisikan komunikasi 
sebagai : pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; ada 
yang mengartikan sebagai pengkoordinasi makna antara seseorang 
dengan khalayak; ada yang mengartikan saling berbagi informasi, 
gagasan atau sikap; ada yang mendefinisikan sebagai berbagai unsur ­ 

unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat - perangkat 
aturan; ada yang mendefinisikan sebagai penyesuaian pemikiran, 
penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta 
singkatnya suatu pengertian; ada yang mendefinisikan sebagai suatu 
peristiwa yang dialami secara internal, yang mumi personal, yang 
dibagi dengan orang lain. Akhirnya, Dan Nimmo mendefinisikan 
komunikasi sebagai : proses interaksi sosial yang digunakkan orang 
untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia 
( yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu 
melalui simbol - simbol. 

Kata politik pun menurut Dan Nimmo mempunyai berbagai 
definisi. Ada yang mendefinisikan politik adalah siapa memperoleh apa, 
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Komunikasi Politik 

kapan dan bagaimana; ada yang mendefinisikan sebagai pembagian 
nilai -- nilai yang berwenang; ada pula yang mengartikannya sebagai 
tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas 
tindakan lainnya. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa politik adalah 
kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di 
dalam kondisi kon:flik sosial. 

Dari kedua konsepsi di atas, akan didapatkan beberapa definisi 
komunikasi politik. Fagen ( dalam Nasution, 1989 ) mendefenisikan 
komunikasi politik sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem 
politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Cakupannya 
meliputi studi mengenai jaringan komunikasi ( organisasi, kelompok, 
media -- media, dan saluran - saluran khusus) dan determinan sosial 
ekonomi dan pola - pola komunikasi yang ada pada sistem yang 
dimaksud. · 

Adapun sistem politik menurut Almond adalah sistem dari 
interaksi - interaksi yang terdapat di semua masyarakat merdeka, yang 
melaksanakan fungsi - fungsi integrasi dan adaptasi ( baik internal 
maupun ekstemal) dengan cara ( ancaman untuk ) menggunakan 
kurang lebih paksaan fisik. Perkataan kurang lebih dimaksudkan untuk 
memodifikasi legitimasi, karena kita tidak ingin mengenyampingkan 
dari definisi sistem politik ini, kenyataan adanya sistem - sistem lain 
seperti sistem totaliter, dimana tingkat legitimasi sangat diragukan, 
dan sistem - sistem revolosioner dimana basis legitimasinya mungkin 
masih dalam proses perubahan, ataupun sistem - sistem non barat 
lainnya dimana mungkin terdapat lebih dari satu sistem yang absah 
dalam kenyataannya. 

Perkataan paksaan fisik dimaksudkan sebagai pembeda antara 
sistem politik dati sistem lain, karena hanya dengan merumuskan 
definisi yang spesifik seperti itu baru dapat dilakukan pembedaan, 

meskipun tidak dimaksudkan untuk merendahkan derajat politik 
menjadi kekuatan. 

Menurut Mueller ( 1973) komunikasi politik adalah basil yang 

bersifat politik (political outcomes). Berbeda dengan pengertian yang 
pertama, pada pengertian kedua ini, komunikasi politik bisa saja 
terjadi di dalam sistem apa saja, tidak harus di dalam dan atau antara 
sistem politik dengan sistem yang lain. 
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Komuwnikasi Politik 

SedangkanAlmond dan Powell (1978) menempatkan komunikasi 

sebagai fungsi politik bersama - s a m a  dengan fungsi lainnya 

(artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutment) yang terdapat dalam 

suatu sistem politik. Bedanya, fungsi komunikasi merupakan prasyarat 

yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi- fungsi yang lainnya. 

Bila definisi di atas dihubungkan dengan kemungkinan lingkup 

study, maka terdapat definisi yang sangat luas sehingga meliputi study 
bidang lain (Mueller), terdapat definisi di tengah- tengah (fager); dan 

yang sempit (Almond dan Powel). 

Menurut Suwardi (1997) batasan komunikasi politik dalam arti 
sempit adalah kurang lebih: setiap j enis penyampaian pesan, baik dalam 

bentuk lambang lambang yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, 

dalam bentuk kata -- kata terucapkan, atau dalam bentuk isyarat yang 
dapat mempengaruhi secara langsung kedudukan seseorang yang ada 

dalam puncak suatu struktur kekuasaan dalam suatu sistem. 

Dalam arti di atas seakan -- akan komunikasi politik hanya terjadi 
pada keadaan konflik yang sudah sangat gawat, sehingga perlu ada 
pergantian pimpinan puncak. 

Memakai definisi yang demikian, nampaknya akan banyak 

mengabaikan fenomena komunikasi politik yang lebih bersifat 
umum. Sehingga diperlukan definisi yang lebih luas. Dalam hali ini 

Harsono Suwardi, mengemukakan bahwa setiap jenis penyampaian 

pesan -pesan politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima, 
baik dalam bentuk kata - kata terucapkan atau dalam bentuk tertulis 
ataupun dalam bentuk lambang - lambang. 

Menurut Harsono batasan ini lebih mendekati kepada pengertian 

informasi politik, yaitu setiap bentuk pesan politik yang tujuan 

penyampaiannya tergantung kepada penggunaannya. Demikian juga 

nilai suatu informasi itu biasanya ditentukan pula dari bagaimana 
orang lain menilai infonnasi itu sendiri. Jadi dengan demikian 

infonnasi juga dapat menghasilkan atau digunakan untuk tujuan ­ 

tujuan politik. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua informasi 

mempunyai nilai politik. 

Selanjutnya, menurut Harsono setiap informasi yang digunakan 
oleh para penguasa tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin agar 

supaya pelaksanaan kebijakan politiknya dapat membawa pengaruh 
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Komwnikasi Politik 

kepada tindakan penguasa itu sendiri. Hal ini bisa diartikan bahwa 
informasi bisa digolongkan mempunyai nilai politik, lebih - lebih 
kalau itu disamakan dengan "kekuasaan", maka dengan demikian 
siapa saja yang bisa menguasai informasi, maka ia akan mempunya 
peluang pula untuk memiliki kuasa. 

Dalam hal ini Susanto (1976) melihat, julukan media massa 
sebagai kekuasaan ke empat di lnggris bukanlah sekedar julukan. 
Sebutan semacam itu muncul karena disadari bahwa media massa 
dpat berkomunikasi dengan massa dengan demikian mampu dan dapat 
menyebar luaskan pendapat atau menghambat pendapat yang lain. 

Menurut Susanto ( 1976) lebih lanjut, pendapat yang disampaikan 
biasanya bukan merupakan data yang belum di olah, sehingga lahirlah 
istilah informasi. Karena pemikiran berkembang lebih lanjut, dan 
orang - orang mengatakan bahwa informasi adalah kekuasaan. Bagi 
negara industry, informasi sudah menjadi kebutuhan sehari -- hari. 
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TEORI KOMUNIKASI POLITIK 

Littlejhon (1992) mendefinisikan teori adalah setiap upaya untuk 
menjelaskan phenomena. Atau dengan perkataan lai konsepsualisasi 
seseorang terhadap serangkaian kejadian. Konsepsualisasi atau 
pembentukan teori melalui tahapan observasi, membuat hypotesis dan 
rev1s1. 

Jika pengertian teori dihubungkan dengan komunikasi selalu 
membujuk kepada kumpulan teori (body of theori) mengenai proses 
komunikasi. Ada 2 (dua) tujuan mempelajari teori komunikasi, yakni 
: membuat kita lebih kompeten (berwenang) atau mampu dalam ilmu 
ini dan membuat kita lebih adaptif atau mudah menyesuaikan diri 
dalam suatu proses komunikasi. 

Teori - t e o ri  didalam ilmu komunikasi pada mulanya 
dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu lain. Karena itu tidak 
mengherankan banyak teori - teori komunikasi yang nama dan isinya 
mirip dengan teori - teori dari disiplin ilmu lain seperti ilmu sosial, 
ilmu psikologi dan sebagainya. 

Sejak tahun 1940 an mulai dikembangkan teori komunikasi 
sebagai teori didalam disiplinnya sendiri. Dan sekitar tahun 1960 an 
seluruh teori komunikasi disatukan satu sama lain, serta spesialisasi 
didalam komunikasi dimulai tahun 1970 an. 

Pada sekitar tahun 1970 an inilah Thomas Kuhn (1962) 
mengintrodusir konsep paradigma. Kemudian dinunuskan Robert 
Priedrichs sebagai suatu pandangan mendasar tentang apa yang 
menjadi pokok persoalnan (subyek matter) yang semestinya dipelajari. 
Kuhn melihat perkembangan ilmu terjadi secara revolusi. Setiap masa 
ada paradigma yang muncul dan menonjol, kemudian digantikan yang 
lain, begitu seterusnya. Jadi, paradigma baru bukanlah kelanjutan dari 
paradigma lama. 

Pada saat yang sama paradigma komunikasi yang dominan 
adalah paradigma lama, antara lain paradigma formula Lasswell, l 0 
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Komwnikasi Politik 

(sepuluh) aspek kejadian komunikasi dari Garbner dan sebagainya. 
Namun pada ujung dekade ini muncul paradigma baru yang di 
introdusir oleh B. Aubrey Fisher sebagaimana diungka[kan dalam 
bukunya "perspectives on human communication". 

Namun menurut Anwar Aripin (ibid) Fisher tidak menggunakan 
istilah paradigma untuk penemuannya itu. Dia menggunakan istilah 
perspektif, karena menurut pendapatnya istilah paradigma dari Kuhn 
itu telah ditafsirkan secara baerlain - la inan  sehingga mencegah 
penggunaan yang netral. Dia menrangkum teori komunikasi yang 
selama ini menjadi 4 paradigma atau perspektif, yaitu : mekanistik, 
psikologik, interaksional dan pragmatik. 

Perkembangan masalah komunikasi yang begitu cepat, sebagai 
akibat dari kemajuan teknologi, memerlukan penjelasan - penjelasan 
yang lebih barn lagi searah dengan trend permasalahannya. 

Permasalahan komunikasi secara global mempunyai ciri - ciri :  

1 .  Kesulitan untuk perangkat lunak, yaitu : muatan yang mengisi 
media rnassa khususnya televisi yang disiarkan secara nasional, 
terutama yang berasal dari luar negeri. Masing -masing negara 
tentu berusaha agar bangsanya, tetap memiliki rasa nasionalisme 
yang memadai. 

2. Kesulitan dalam menentukan teknologi komunikasi yang 
dipilih, apakah yang mengandalkan satelit ataukah kabel yang 
menggunakan serat optik dalam sistem telekomunikasi nasional 

masing masing. Mengingat negara -negara sedang membangun 

menghadapi kendala sumber daya manusia yang belum begitu siap, 
dana yang terbatas serta masing- masing perusahaan atau negara 
yang memproduksi peralatan teknologi canggih ini bersaing dalam 
menawarkan produknya. 

Ditingkat nasional, masing -masing negara selain dihadapkan 
dengan masalah kependudukannya, kelahiran yang tinggi, penyebaran 
penduduk yang tak merata, kesempatan kerja yang kurang, lingkungan 

hidup yang rendah kualitasnya, sampai masalah sosial budaya lainnya. 

Melihat situasi perkembangan masyarakat ditingkat global dan 
nasional yang tergambar demikian, tampaknya teori komunikasi 
politik yang cocok untuk mengantisipainya tertentu pula. Kalau kita 
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memakai perspektif historis, filsafat, topik situasional maupun sistem 
yang selama ini kita kenal, ada hal yang tampaknya kurang relevan. 
Hal yang terakhir terutama menjadi jelas bila perspektif - perspektif 
tersebut dikaitkan dengan tempat kelahirannya dan masalah yang 
dihadapai negara - negara sedang membangun. 

Teori komunikasi politik yang populer dapat dikelompokkan 
menjadi 5 (lima) jenis pengelompokkan, sebagai berikut, yaitu: 

1 .  Structual and functional theories. Ciri - cirinya yakni: 

a. Memisahkan simbol - simbol dengan bahasa dan pikiran. 

b. Reality berasal dari luar. 

c. Mengutamakan keselarasan dan kestabilan. 

2. Cognitive and behavioral theories. Ciri - cirinya yakni: 
. 

a. Terjadi tidaknya respon dari receiver menentukan terjadi 
tidaknya komunikasi. 

b. Melihat komunikasi dari asfek psikologi. 

c. Mengutamakan analisis sistem / variabel. 

3 . Interactional and conventional theories. Ciri - cirinya yakni: 

a. Memandang struktur sebagai produk interaksi. 

b. Mernandang kehidupan sosial sebagai proses interaksi untuk 

mempertahankan dan rnerubah konvensi. 

c . Meaning berkembang terns selama interaksi. 

4. Interpretive theories. Ciri - cirinya yakni: 

a. Memandang bahasa scbagai pusat pengalaman, karena dia 

menyirnpan arti dimana seseorang hidup. 

b. Memandang pengertian seseorang tentang pengalamannya 
lebih unggul dari yang didapatkan siapapun. 

c. Individu dianggap aktif. 

5 .  Critical theories. Ciri - cirinya yakni: 

a. Mengakui pentingnya budaya dalam tingkah laku dan 

perubahan sosial. 

b. Mengakui peranan bahasa. 

c. Mengkritik 4jenis teori sebelumnya. 
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Komunikasi Politik 

Pengelompokan teori komunik:asi politik berdasarkan perspektif 
secara garis besar sebagai berikut, yaitu: 

1 .  Structural and functional theories: 

a. System theory. 

b. Information theory. 

C. General system theory. 

d. Convergence theory. 

e. Theories of sign and language 

f. Semiotic. 

g. Langer's theory of symbol. 

h. Theories of non verbal communication. 

1. Theories of discource. · 

J. Spech act theory. 

2. Cognitive and behavioral theories: 

a. Theories of message production. 

b. Process theories. 

c. Theories of message reception and processing. 

d. Relevance theory. 

e. Consistency theory. 

f. Sosial judgement theory. 

g. Ete. 

3. Interactional and conventional theories: 

a. Theories of symbolic interaction, dramation, and narrative. 

b. Theories of social and cultural reality. 

c. Contigency rules theory. 

4. Interpretive theories: 

a. Theories of exprience and interpretation. 

5. Critical theories: 

a. Feminist theories. 

b. Muted group theory. 
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BENTUK KOMUNIKASI POLITIK 

Bentuk - bentuk komunikasi politik yang ada sekarang ini tidak 

lepas dari kejadian - kejadian yang dilakukan menurut para ahli. 

Kejadian yang sistematis mengenai komunikasi politik telah dimulai 

sejak karya - karya kaum Sophist dan pandangan - pandangan yang 

dikemukakan Aristoteles dalam karya -karya klasik dalam bidang 
seni persuasi yang ditulis oleh Sun Ten, St. Thomas Aquinas, Shakes 
Peare, Machia Velly (Nasution, 1990). 

Di Amerika Serikat dan Eropah Barat penelitian komunikasi 
politik terutama setelah perang dunia II banyak berfokus pada 

studi tentang propaganda dan persuasi. Belakangan studi tentang 

propaganda menurun, setelah diketahui ketidak efektifan propaganda 

dalam komunikasi politik (Keandom, 1980) sebaliknya, studi 
mengenai persuasi menjadi lebih meningkat. 

Menurut Suwardi (1997) studi - studi yang termasuk komunikasi 
politik antara lain meliputi, sebagai berikut, yaitu: 

1 .  Propaganda 

2. Pendapat umum 

3. Retorika 

4. Sistem pers, tennasuk didalamnya mengenai hubungan antara pers 
- pemerintah - masyarakat 

5. Komunikasi silang budaya. 

Sementara itu pandangan berbeda dari Nasution ( 1990) antara 

lain meliputi, sebagai berikut, yaitu: 

1 .  Analisis retorik 

2. Analisis propaganda 

3 .  Riset Perubahan mental 

4. Studi pemberian Suara 

5. Studi hubungan pemerintah dengan media pemberitaan 

6. Analisis sistem dan fungsional (komunikasi politik) 
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